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ABSTRAK 

 

Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung 

Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan 

Hak Penyandang Disabilitas merupakan upaya untuk menjamin hak 

pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pasal tersebut, khususnya 

huruf b, d, dan f, mengatur penyediaan sarana dan prasarana yang 

aksesibel, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam 

memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang 

disabilitas, serta penyediaan layanan transportasi yang mendukung 

akses menuju satuan pendidikan. Namun, pelaksanaannya di SLB 

Negeri Sidomulyo Lampung Selatan belum sepenuhnya optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 18 

Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 

serta meninjaunya dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis 

menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 18 Ayat 

(3) huruf b, d, dan f belum terlaksana secara optimal. Kendala yang 

ditemukan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung 

pembelajaran, kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi 

khusus dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas, serta 

layanan transportasi yang belum menjangkau seluruh peserta didik 

secara maksimal. Dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah, pemerintah 

dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk 

melaksanakan kebijakan secara efektif demi mewujudkan keadilan 

dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sehingga diperlukan 

peningkatan pelaksanaan kebijakan agar hak pendidikan dapat 

terpenuhi secara optimal. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Pasal 18 Ayat (3), Lembaga Pendidikan, 

Penyandang Disabilitas, Peraturan Bupati Lampung 

Selatan, Siyāsah Tanfīdziyyah. 
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ABSTRACT 

  

The implementation of Article 18 Paragraph (3) of the South 

Lampung Regent Regulation Number 30 of 2024 concerning the 

Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities is 

an effort to ensure the educational rights of persons with disabilities. 

In particular, points (b), (d), and (f) regulate the provision of 

accessible educational facilities and infrastructure, competent 

educators capable of providing educational services for students with 

disabilities, and transportation services that support access to 

educational institutions. However, its implementation at SLB Negeri 

Sidomulyo, South Lampung, has not yet been fully optimized. This 

study aims to analyze the implementation of Article 18 Paragraph (3) 

of the South Lampung Regent Regulation Number 30 of 2024 and 

examine it from the perspective of Siyāsah Tanfīdziyyah. 

This study employed field research with a descriptive qualitative 

approach. Data were collected through interviews, observations, and 

documentation, and were analyzed using data reduction, data 

presentation, and conclusion drawing. 

The findings indicate that the implementation of Article 18 

Paragraph (3) points (b), (d), and (f) has not been fully effective. The 

main obstacles include limited educational facilities and 

infrastructure, a shortage of educators with specialized competencies 

in teaching students with disabilities, and transportation services that 

have not adequately reached all students. From the perspective of 

Siyāsah Tanfīdziyyah, the government and educational institutions are 

responsible for implementing policies effectively to achieve justice and 

fulfill the rights of persons with disabilities. Therefore, improvements 

in policy implementation are necessary to ensure the optimal 

fulfillment of educational rights. 

 

Keywords: Implementation, Article 18 Paragraph (3), Educational 

Institutions, Persons with Disabilities, South Lampung 

Regent Regulation, Siyāsah Tanfīdziyyah. 
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MOTTO 

 

حْسَانِ 
ِ
َ يأَمُْرُ بِِلعَْدْلِ وَإلْْ نَّ إللََّّ

ِ
 إ

 ) ٠٩:  ٦١إلنحل /  ( 

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan." 

(An-Nahl/16:90) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Penegasan Judul digunakan untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung 

dalam judul. Adapun skripsi ini berjudul “Implementasi Pasal 18 

Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 Tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

Perspektif Siyāsah Tanfīdẓiyyah (Studi di SLB Negeri 

Sidomulyo Lampung Selatan).” Adapun beberapa istilah penting 

yang perlu dijelaskan dalam judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung 

Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan 

ketentuan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan ke dalam praktik nyata di 

lapangan
1
. Dalam konteks penelitian ini, implementasi 

dimaknai sebagai bagaimana peran lembaga pendidikan 

dijalankan secara jelas dalam mendukung pemenuhan hak atas 

pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur 

dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan 

Nomor 30 Tahun 2024. Implementasi tersebut mencakup 

bentuk kebijakan, pelaksanaan, serta upaya nyata lembaga 

pendidikan dalam merealisasikan hak pendidikan penyandang 

disabilitas, yang kemudian dianalisis dari perspektif Siyāsah 

tanfīdẓiyyah pada SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan. 

Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan 

Nomor 30 Tahun 2024 dalam penelitian ini dibatasi pada 

huruf b, huruf d, dan huruf f. Huruf b mengatur mengenai 

                                                 
1 George C Edwards, Implementing Public Policy (Washington DC:  

Congressional Quarterly  Press, 1980), 1. 
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penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

penyandang disabilitas. Huruf d mengatur mengenai 

pemberian bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik 

penyandang disabilitas. Huruf f mengatur mengenai 

penyediaan dukungan lain yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. 

Ketiga ketentuan tersebut dijadikan fokus penelitian karena 

berkaitan langsung dengan permasalahan yang ditemukan di 

SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan, yaitu masih 

terbatasnya pendidik yang memiliki kompetensi pendidikan 

luar biasa, belum optimalnya bantuan transportasi bagi peserta 

didik penyandang disabilitas, serta belum maksimalnya 

dukungan penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, 

implementasi Pasal 18 Ayat (3) yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan ketentuan huruf b, huruf d, 

dan huruf f Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 

Tahun 2024 oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak 

pendidikan penyandang disabilitas di SLB Negeri Sidomulyo 

Lampung Selatan yang selanjutnya dianalisis berdasarkan 

perspektif Siyāsah Tanfīdẓiyyah. 

 

Kebijakan yang di atur dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan 

Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

menegaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam 

memberikan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi 

penyandang disabilitas, hal ini mencakup Pendidikan, 

Kemudahan Akses, Prasarana, dan Layanan Publik.
2
 

2. Siyāsah Tanfīdẓiyyah 

Siyāsah Tanfīdẓiyyah merupakan bagian dari fiqh siyāsah 

yang membahas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam 

Islam. Kajian ini menitikberatkan pada peran penguasa atau 

                                                 
2Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 18, ―Lampung 

Selatan.‖ 
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pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan peraturan yang 

telah ditetapkan. Ruang lingkup siyāsah tanfīdẓiyyah 

mencakup tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan 

pemerintahan secara efektif, adil, dan amanah, serta 

memastikan bahwa setiap kebijakan dapat memberikan 

manfaat nyata bagi masyarakat.
3
  

Dalam perspektif Siyāsah Tanfīḍziyyah, pemerintah 

berkewajiban melaksanakan kebijakan dan peraturan yang 

telah ditetapkan guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat. 

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat ditentukan 

oleh efektivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi 

pelayanan, pengawasan, dan pemenuhan hak warga negara.
4
 

 

3. SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan  

Dijadikan lokasi penelitian karena lembaga ini 

merupakan salah satu institusi pendidikan luar biasa yang 

berperan aktif dalam memberikan layanan pendidikan kepada 

anak-anak penyandang disabilitas. SLB ini menjadi objek 

studi untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pendidikan 

dalam pemenuhan hak pendidikan bagi siswa disabilitas 

dijalankan sesuai ketentuan hukum dan nilai-nilai islam. 

Berdasarkan istilah-istilah yang dikemukakan di atas, 

maka yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini adalah 

kajian yang memfokuskan pada peran Lembaga Pendidikan 

dalam mendukung pemenuhan hak atas pendidikan bagi 

penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) 

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas menurut Perspektif Siyāsah Tanfīdẓiyyah, sehingga 

dapat memberikan gambaran mengenai penerapan nilai-nilai 

keadilan dan tanggung jawab sosial dalam  pendidikan islam. 

                                                 
3Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Kencana, 2014).13 
4
 Refita Aprelia, ―Implementation of Religious Services Policy for the 

Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyasah Tanfidziyah,‖ As-

Siyasi: Journal of Constitutional Law 3, no. 2 (2023). 
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B. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan 

merupakan bagian penting dalam pemenuhan harkat dan martabat 

manusia. Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 31 ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak 

memperoleh pendidikan." Pasal ini menegaskan kewajiban negara 

untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang adil, merata, 

dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, 

termasuk bagi penyandang disabilitas. Keadilan dalam pendidikan 

berarti memberikan layanan sesuai kebutuhan peserta didik.
5
 

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, 

termasuk anak berkebutuhan khusus. Karena pendidikan formal 

belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan mereka, maka 

diperlukan lembaga khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) yang 

dapat memberikan layanan sesuai dengan karakteristik peserta 

didik.
6
 

Lembaga pendidikan berperan sebagai institusi sosial yang 

bertugas membentuk pribadi peserta didik serta masyarakat yang 

berakhlak dan berkarakter, lembaga pendidikan menumbuhkan 

nilai-nilai sosial seperti kedisiplinan, tanggung jawab, serta 

toleransi. Dengan fungsi tersebut, lembaga pendidikan memberikan 

kontribusi nyata dalam menciptakan kehidupan sosial yang 

harmonis dan berkeadilan.
7
 

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung 

Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah wajib 

memberikan pelayanan dan akomodasi  yang layak bagi 

penyandang disabilitas, dalam Ayat (1) ditegaskan bahwa 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di 

                                                 
5
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pasal 31 Ayat (1). 
6R A K U Yz, ―Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak Penyandang 

Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,‖ ‟Aainul Haq: Jurnal 

Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2021). 
7A Prasetyo and H Nurhadi, “Peran Lembaga Pendidikan Sebagai Agen 

Sosial Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik,‖ Jurnal Pendidikan Dan Sosial 

8, no. 2 (2021), 55. 
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bidang pendidikan wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara 

Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak. 

Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 

Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa pemerintah daerah 

berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang layak bagi 

penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut meliputi penyediaan 

pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi 

sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas (huruf b), 

pemberian bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik 

penyandang disabilitas (huruf d), serta penyediaan dukungan 

lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi 

penyandang disabilitas (huruf f). Pengaturan tersebut menunjukkan 

bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui 

kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga melalui 

tersedianya tenaga pendidik yang kompeten, kemudahan akses 

transportasi, dan berbagai bentuk dukungan yang mampu 

menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, serta 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. 

SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan, implementasi 

ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Sekolah masih 

mengalami keterbatasan jumlah pendidik yang memiliki 

kompetensi di bidang pendidikan luar biasa sehingga beban 

mengajar guru menjadi tidak seimbang dengan jumlah peserta 

didik. Selain itu, bantuan transportasi bagi peserta didik 

penyandang disabilitas juga belum dapat menjangkau seluruh siswa 

karena fasilitas transportasi yang tersedia masih terbatas. Di 

samping itu, dukungan lain yang menunjang penyelenggaraan 

pendidikan, seperti sarana dan prasarana yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, juga belum 

terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

kesenjangan antara ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 18 

Ayat (3) huruf b, d, dan f Peraturan Bupati Lampung Selatan 

Nomor 30 Tahun 2024 dengan pelaksanaannya di lapangan.  

Pendidikan merupakan salah satu hak mendasar yang wajib 

diberikan kepada setiap penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. 

Salah satu hak utama penyandang disabilitas adalah memperoleh 
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pendidikan. Pasal 10 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas 

berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada semua jalur, 

jenis, dan jenjang pendidikan. Negara berkewajiban memastikan 

tersedianya kurikulum yang adaptif, tenaga pendidik yang 

memiliki kompetensi khusus, sarana dan prasarana yang aksesibel, 

serta lingkungan sekolah yang ramah disabilitas.
8
  

Sekolah Luar Biasa (SLB) memiliki peran penting dalam 

memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sebagai 

lembaga pendidikan khusus, SLB menyediakan layanan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, karakteristik, 

dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
9
 Melalui 

kurikulum adaptif dan metode belajar yang fleksibel, SLB 

membantu mengembangkan potensi akademik, sosial, serta 

keterampilan hidup peserta didik agar mampu mandiri di masa 

depan SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan menjadi salah satu 

lembaga pendidikan formal yang berperan penting dalam 

mewujudkan pendidikan yang adil bagi penyandang disabilitas. 

Sekolah ini tidak hanya menyediakan layanan pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas, tetapi juga 

menjalankan fungsi sosial untuk menciptakan lingkungan 

pendidikan yang adil dan inklusif. Dalam praktiknya, 

penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas 

dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti tenaga pendidik, sarana 

dan prasarana, serta dukungan masyarakat.
10

 Oleh karena itu, 

penelitian ini berupaya mengkaji Implementasi Pasal 18 Ayat (3) 

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

Perspektif Siyāsah Tanfīdẓiyyah. 

Menurut perspektif Islam, konsep penghormatan terhadap 

martabat manusia telah ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, 

                                                 
8
 A A Putri, U Wiryadi, and W Nugraha, ―Implementasi Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang 
Disabilitas Di Kota Bekasi,‖ Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Krisnadwipayana 6, no. 2 (2024): 1–9. 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2019). 
10 Siti Nurhaliza, ―Implementasi Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas 

Di Indonesia,‖ Jurnal Pendidikan Inklusi 5, no. 1 (2020): 45–60. 
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termasuk terhadap penyandang disabilitas. Salah satu dasar 

normatifnya terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 13,  Allah 

berfirman 

أٓيَََُّ َوَقبََائٓلََِيَ   َشُعُوبًۭا كُُْ َوَجَعَلنَْ   َوَٱُهثََٰ َذَلَرٍ ن َمِّ كُُ َخَلقَْنَ   نََّّ
ّ
َإ منَّاسُ

 
َٱ ا

َ)سورةَ َخَبِيرٌۭ َعلَِيٌم َ للََّّ
 
َٱ نَّ

ّ
َإ َۚ َٱَثْقَىٰكُُْ ِ للََّّ

 
َٱ َعِندَ َٱَلْرَمَكُُْ نَّ

ّ
َإ مِتَعَارَفوُٓإَ۟ۚ

 (٣١إلحجرإت:َ

‖Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 

kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. 

Al-Hujurat [49]: 13) 

 

Namun, masih ditemukan keterbatasan dalam penelitian 

terdahulu di mana kajian yang ada lebih banyak mengkaji 

pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, sementara 

penelitian mengenai pemenuhan hak pendidikan masih jarang 

dilakukan, khususnya yang dikaitkan dengan perspektif Siyāsah 

tanfīdẓiyyah.
11

 Kondisi ini menjadi celah penelitian yang penting 

untuk diisi. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan 

kebaruan dengan menjadikan SLB Negeri Sidomulyo Lampung 

Selatan sebagai objek kajian, Sehingga penelitian ini berjudul 

"Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung 

Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tebntang Perlindungan dan Hak 

Penyandang Disabilitas Perspektif Siyāsah Tanfīdẓiyyah‖ (Studi 

di Slb Negeri Sidomulyo Lampung Selatan). 

Dalam penelitian ini, objek kajian difokuskan pada Sekolah 

Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Pada jenjang ini, aspek 

ketersediaan tenaga pendidik, khususnya pada bidang 

keterampilan, serta ketersediaan ruang pembelajaran, serta belum 

optimalnya layanan bus sekolah menjadi bagian yang perlu 

                                                 
11

 ―Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas‖  
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dicermati dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang 

disabilitas. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian lebih 

lanjut mengenai peran SLB dalam mendukung pemenuhan hak 

pendidikan penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam 

Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 

Tahun 2024 ditinjau dari Persepektif Siyāsah Tanfīdẓiyyah. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai 

implementasi peran lembaga pendidikan, yaitu Sekolah 

Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Selatan, dalam mendukung pemenuhan 

hak pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana 

diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 30 

Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas, ditinjau dari perspektif Siyāsah 

Tanfīdẓiyyah. Fokus penelitian ini meliputi pelaksanaan 

peran SMALB dalam penyelenggaraan pendidikan bagi 

penyandang disabilitas serta faktor-faktor yang memengaruhi 

implementasi peran tersebut. 

2. Adapun SubFokus Penelitian 

Penelitian ini dijabarkan ke dalam beberapa subfokus 

sebagai berikut: Implementasi peran Lembaga Pendidikan 

dalam Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri 

Sidomulyo dalam penyelenggaraan pendidikan bagi 

penyandang disabilitas. 

Implementasi ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati 

Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang 

Perlindungan dan Hak Penyandang Disabilitas, dalam praktik 

penyelenggaraan pendidikan di SMALB Negeri Sidomulyo. 

 

D.   Rumusan masalah 

1. Bagaimana Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan 

Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan? 
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2. Bagaimana perspektif Siyāsah Tanfīdẓiyyah terhadap 

Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung 

Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB Negeri 

Sidomulyo Lampung Selatan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 18 Ayat (3) 

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan. 

2. Untuk mengetahui perspektif Siyāsah Tanfīdẓiyyah terhadap 

implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung 

Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB Negeri 

Sidomulyo Lampung Selatan. 

 

F.   Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap              pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam 

(Siyāsah tanfīdẓiyyah) dan pendidikan inklusif, terutama 

mengenai implementasi hak pendidikan bagi penyandang 

disabilitas. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi Sekolah (SLB) Negeri Sidomulyo hasil 

penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi 

siswa penyandang disabilitas. Bagi pemerintah daerah 

penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

menjalankan kebijakan pendidikan yang lebih maksimal 

dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. 
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G.    Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu perlu dilakukan untuk mengawasi 

teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan 

rencana model analisis yang dipakai. Idealnya Penulis dapat 

menegetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti, 

sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian. 

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi di 

antaranya yaitu: 

1. Vinka Sherlyana (UIN Raden Intan Lampung, 2022)“ 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas 

Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar 

Lampung Ditinjau dari Hukum positif dan Fiqh 

Siyāsah‖.
12 

Persamaan: Penelitian kedua nya memiliki kesamaan 

mengkaji pemenuhan hak penyandang disabilitas 

sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan kedua 

penelitian ini mengaitkan antara hukum positif 

dengan prinsip-prinsip hukum islam.  

Perbedaan: Perbedaannya terletak pada segi fokus 

kajian, penelitian terdahulu membahas pemenuhan 

hak penyandang disabilitas dalam bidang 

ketenagakerjaan, sedangkan penelitian ini berfokus 

pada implementasi perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, 

khususnya di SLB. Dari segi regulasi, penelitian 

terdahulu tidak secara spesifik mengkaji peraturan 

tertentu, sedangkan penelitian ini secara khusus 

mengkaji Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 

30 Tahun 2024 Pasal 18 Ayat (3). Penelitian terdahulu 

dilakukan di Kota Bandar Lampung, sedangkan 

penelitian ini dilakukan di SLB Negeri Sidomulyo 

Lampung Selatan, dan dari segi pendekatan, 

                                                 
12

 Vinka Sherlyana, ―Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan 

Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Hukum Positif Dan 
Fiqh Siyasah (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung)‖ (UIN 

Raden Intan Lampung, 2022). 
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penelitian terdahulu menggunakan perspektif Fiqh 

Siyāsah secara umum, sedangkan penelitian ini secara 

lebih spesifik menggunakan perspektif Siyāsah 

Tanfīdẓiyyah yang menitikberatkan pada bagaimana 

kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah 

dalam praktiknya. 

2. Yolanda Rasita Dewi (Universitas Tidar, 2025) 

―Analisis Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas Netra Terhadap Aksebilitas Di Kota 

Magelang‖
13

 

Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas 

mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas, 

khususnya dalam konteks implementasi kebijakan 

oleh pemerintah. Keduanya sama-sama menyoroti 

peran pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak 

penyandang disabilitas melalui kebijakan yang 

berlaku. dan kedua penelitian sama-sama 

menggunakan pendekatan implementasi kebijakan 

sebagai fokus utama kajian, sehingga menekankan 

pada bagaimana suatu aturan dijalankan dalam 

praktik, serta keduanya juga berorientasi pada 

pemenuhan hak sebagai bagian dari perlindungan 

hukum bagi penyandang disabilitas. 

Perbedaan: Dari segi fokus kajian, penelitian 

terdahulu berfokus pada pemenuhan hak penyandang 

disabilitas netra dalam aspek aksesibilitas, sedangkan 

penelitian ini berfokus pada implementasi 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas dalam bidang pendidikan, khususnya di 

SLB. Kedua, dari segi regulasi, penelitian terdahulu 

tidak secara spesifik mengkaji peraturan daerah 

tertentu, sedangkan penelitian ini secara khusus 

mengkaji Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 

30 Tahun 2024 Pasal 18 Ayat (3), dari segi lokasi 

                                                 
13Yolanda Rasita Dewi, ―Analisis Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas Netra Terhadap Aksebilitas Di Kota Magelang (Studi Jalur Pemandu Di 

Kota Magelang)‖ (Universitas Tidar, 2025). 
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penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Kota 

Magelang, sedangkan penelitian ini dilakukan di SLB 

Negeri Sidomulyo Lampung Selatan, dan dari segi 

pendekatan, penelitian terdahulu menggunakan 

analisis implementasi kebijakan secara umum, 

sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif 

Siyāsah Tanfīdẓiyyah  yang secara khusus 

menitikberatkan pada fungsi pelaksanaan kebijakan 

oleh pemerintah dalam perspektif hukum Islam. 

3. Rahmatillah Rahmatillah (Universitas Malukussaleh, 

2025), ―Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang 

Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas‖
14

 

Persamaan: Memiliki persamaan dengan penelitian ini 

dalam penelitian sama-sama membahas mengenai 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

Serta keduanya sama-sama mengkaji peran negara 

atau pemerintah dalam menjamin hak-hak 

penyandang disabilitas melalui peraturan perundang-

undangan. Dan baik penelitian terdahulu maupun 

penelitian ini sama-sama menempatkan hukum 

sebagai instrumen utama dalam memberikan 

perlindungan kepada penyandang disabilitas, 

keduanya berorientasi pada upaya menciptakan 

keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. 

Perbedaan: Penelitian Rahmatillah membahas 

perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas 

secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan 

pendekatan normatif. Sedangkan penelitian ini lebih 

fokus pada implementasi Pasal 18 ayat (3) peraturan 

bupati lampung selatan nomor 30 tahun 2024 

dianalisis menggunakan perspektif siyāsah 

                                                 
14 Rahmatillah Rahmatillah, ―Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang 

Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas‖ (Universitas Malukussaleh, 2025). 
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tanfīdẓiyyah. Selain itu, penelitian ini menggunakan 

data lapangan untuk melihat secara langsung 

pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas 

dalam bidang pendidikan. 

4. Andi Saputra (Universitas Lampung, 2022), ―Peran 

SLB dalam Menjamin Akses Pendidikan Bagi Anak 

Disabilitas di Lampung Selatan‖.
15

 

Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian penulis karena sama-sama fokus pada peran 

SLB dalam menjamin hak pendidikan anak 

disabilitas, khususnya di Lampung Selatan. Keduanya 

menyoroti bagaimana keberadaan SLB berkontribusi 

dalam membuka akses pendidikan yang inklusif bagi 

anak-anak berkebutuhan khusus. 

Perbedaan: Penelitian Andi Saputra lebih menekankan 

pada aspek aksesibilitas fisik dan non fisik, seperti 

infrastruktur sekolah, keterjangkauan biaya, serta 

ketersediaan tenaga pendidik. Sementara itu, 

penelitian penulis lebih menekankan pada analisis 

normative, yaitu menilai sejauh mana peran SLB 

tersebut dapat dikaji dalam perspektif fiqh siyāsah, 

sehingga ada dimensi yuridis yang lebih mendalam. 

5. Laila Rahmadani (UIN Raden Intan Lampung, 2023), 

―Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak 

Pendidikan Penyandang Disabilitas di Sekolah Luar 

Biasa‖.
16

 

Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian penulis karena sama-sama menyoroti 

pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang 

disabilitas di Sekolah Luar Biasa. Keduanya 

menegaskan bahwa SLB berperan penting dalam 

menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi anak 

                                                 
15

 Andi Saputra, ―Peran SLB Dalam Menjamin Akses Pendidikan Bagi Anak 

Disabilitas Di Lampung Selatan‖ (Universitas Lampung, 2022). 

16 Laila Rahmadani, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak 
Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Sekolah Luar Biasa‖ (UIN Raden Intan 

Lampung, 2023). 
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disabilitas sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam 

hukum Islam. Perbedaan: Penelitian Laila Rahmadani 

lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam secara 

umum terhadap pemenuhan hak pendidikan disabilitas 

tanpa mengaitkannya dengan konsep Siyāsah 

Tanfīdẓiyyah. Sementara penelitian penulis mengkaji 

Implementasi Pasal 18 ayat peraturan bupati lampung 

selatan nomor 30 tahun 2024 perspektif Siyāsah 

Tanfīdẓiyyah, yaitu menitik beratkan pada tanggung 

jawab lembaga pendidikan dalam kerangka 

pemerintahan Islam dan kebijakan publik.        

 

H.   Metode Penelitian  

Metode Penelitian adalah langkah yang dilakukan 

untuk mengumpulkan dan mendapatkan data. Tujuan dari 

pengumpulan data ini untuk menemukan, 

mengembangkan,dan atau menguji kebenaran suatu 

pengetahuan.
17

 Berikut adalah beberapa cara yang digunakan 

peneliti dalam melakukan penelitian. 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(field research)  dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Penelitian lapangan (field research) 

merupakan jenis penelitian kualitatif di mana 

peneliti secara langsung mengamati dan terlibat 

dalam kegiatan penelitian. 
18

 Penelitian 

kualitatif digunakan karena bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman mendalam mengenai 

Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan 

Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

                                                 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019),  2. 
18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2021), 6. 
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Penyandang Disabilitas Perspektif Siyāsah 

Tanfīdẓiyyah. 

b. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu 

menggambarkan secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek penelitian serta menganalisis 

data yang diperoleh untuk menarik 

kesimpulan.
19

 Sifat deskriptif analitis ini 

memungkinkan penulis untuk menyajikan 

gambaran yang jelas mengenai Implementasi 

Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung 

Selatan Perspektif Siyāsah Tanfīdẓiyyah 

2. Sumber dan Data Penelitian  

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung 

dari hasil   wawancara dengan kepala sekolah, 

guru, tenaga pendidik, orang tua murid di SLB 

Negeri Sidomulyo Lampung Selatan, serta 

pelaksana bidang pembinaan pendidikan 

khusus.
20

 

b.   Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

studi kepustakaan berupa buku, jurnal, skripsi, 

peraturan perundang-undangan, serta dokumen 

resmi lainnya yang relevan dengan penelitian.
21

  

3. Informan Penelitian  

Informan penelitian adalah pihak-pihak yang 

memberikan informasi terkait objek yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan 

dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan 

informan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian, adapun informan dalam 

penelitian ini berjumlah 6 orang terdiri dari 1 Wakil 

Kepala SLB Negeri Sidomulyo, 4 Wali Murid Peserta 

                                                 
19Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis 

Ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 45. 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,  225. 
21 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2021), 112. 
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Didik Penyandang Disabilitas, dan 1 Pelaksana 

Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Lampung. Informan tersebut 

dipilih karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan 

langsung terhadap pelaksanaan pendidikan bagi 

peserta didik penyandang disabilitas di SLB Negeri 

Sidomulyo. 

4.  Analisis Data 

a. Pendekatan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menafsirkan dan 

memahami makna data yang diperoleh melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Analisis kualitatif dipilih 

karena sesuai dengan karakter penelitian yang berupaya 

menggambarkan secara mendalam peran Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Negeri Sidomulyo dalam pemenuhan hak 

pendidikan bagi penyandang disabilitas serta penerapannya 

dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah.
22

 

b. Tahapan Analisis Data 

Proses analisis dilakukan secara interaktif dan 

berkesinambungan, dimulai sejak pengumpulan data 

hingga penarikan kesimpulan akhir. Analisis ini 

menggunakan, tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.
23

 

Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara sistematis untuk 

memastikan keabsahan data dan keakuratan hasil temuan 

penelitian. 

c. Analisis Data Yuridis dan Normatif 

Penelitian ini juga menerapkan Analisis yuridis 

dan normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menilai 

sejauh mana praktik pendidikan di SLB Negeri Sidomulyo 

                                                 
22 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2021), 6. 
23Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, Qualitative 

Data Analysis: A Methods Sourcebook (California: SAGE Publications, 2018), 31. 
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sesuai dengan ketentuan hukum positif,
24

 khususnya 

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 

Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan 

untuk meninjau pelaksanaan pendidikan dari perspektif 

Siyāsah Tanfīdẓiyyah, yaitu prinsip-prinsip pemerintahan 

Islam yang berorientasi pada keadilan („adl), kemaslahatan 

(maslahah), dan kesetaraan (musawah).
25 

 Dengan memadukan pendekatan yuridis dan normatif, 

analisis data ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi 

Pasal 19 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 

Tahun 2024, khususnya di bidang pendidikan, baik dari 

segi hukum positif maupun nilai-nilai hukum Islam. 

 

I.  Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka di 

perlukan adanya sistematika pembahasan agar memudahkan 

pembaca untuk memahami skripsi ini. Sistematika tersebut 

meliputi: 

  BAB 1  Pendahuluan, Bab ini merupakan dasar 

pembahasan yang ada dalam skripsi ini, yang meliputi 

beberapa aspek yang bersoalan dengan permasalahan di 

skripsi, yang dijelaskan dalam bebarapa sub-bab yaitu 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus 

penelitian,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori, Bab ini berisi tentang 

pengertian Fiqh Siyāsah, ruang lingkup Fiqh Siyāsah, dasar 

hukum Fiqh Siyāsah, pengertian Siyāsah Tanfīdẓiyyah, ruang 

lingkup Siyāsah Tanfīdẓiyyah. prinsip-prinsip Siyāsah 

Tanfīdẓiyyah, Asas-Asas Siyāsah Tanfīdẓiyyah dan Konsep 

                                                 
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006), 

52. 
25 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh (Beirut: Muassasah al-

Risalah, 2010), 115. 
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Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas. 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, Bab ini memuat 

deskripsi gambaran umum, Sejarah Sekolah Luar Biasa 

Negeri Sidomulyo, Visi dan Misi dan memuat Struktur 

Organisasi SLB Negeri Sidomulyo. 

  BAB IV Analisis Data, Bab ini merupakan inti dari 

penelitian skripsi ini yaitu Implementasi Pasal 18 Ayat (3) 

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 

Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas Perspektif Siyāsah Tanfīdẓiyyah. Konsep 

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas. 

   BAB V Penutup, Bab ini adalah bab paling akhir 

pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan rekomendasi. 

 

 

 

  



 

19 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyāsah  

1.    Pengertian Fiqh Siyāsah 

Fiqh Siyāsah merupakan cabang ilmu Fiqh yang 

membahas pengelolaan urusan publik dan ketatanegaraan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks 

negara modern, Fiqh Siyāsah dapat digunakan sebagai 

perspektif untuk menilai kebijakan publik, termasuk 

kebijakan di bidang pendidikan. Hal ini karena Fiqh 

Siyāsah menekankan bahwa kekuasaan dan kebijakan 

yang dijalankan oleh pemerintah harus berorientasi pada 

keadilan, kemaslahatan,dan pemenuhan hak-hak dasar 

rakyat.
26

 

Kata Fiqh berasal dari faqaha - yafqahu - fiqhan,  

Secara bahasa Fiqh adalah pemahaman yang mendalam, , 

Fiqh berarti pemahaman dan akurat sehingga dapat 

memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyāsah merupakan 

salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan. 

Fiqh Siyāsah membahas mengenai pengaturan 

kehidupan masyarakat dan negara berdasarkan prinsip-

prinsip syariat Islam, mencakup hubungan antara 

pemerintah dan rakyat, pelaksanaan kekuasaan, 

pembentukan kebijakan publik, penegakan hukum, serta 

upaya menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan 

bernegara. Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai 

                                                 
26Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

2014. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3. 
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amanah yang harus dijalankan secara adil, jujur, dan 

bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas.
27

 

Fiqh Siyāsah menempatkan syariat Islam sebagai 

dasar dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah 

memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan 

peraturan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an 

dan Hadis serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan 

umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat 

harus memperhatikan nilai keadilan, kesejahteraan, 

persamaan hak, dan perlindungan terhadap masyarakat.
28

 

Dalam pelaksanaannya, Fiqh Siyāsah juga 

menekankan pentingnya prinsip musyawarah (syūrā) 

dalam pengambilan keputusan. Musyawarah dilakukan 

agar kebijakan pemerintah tidak bersifat sewenang-

wenang dan tetap mempertimbangkan kepentingan rakyat. 

Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan 

pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan 

mengutamakan kepentingan bersama.
29

 

Selain itu, Fiqh Siyāsah menegaskan bahwa 

penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa 

membedakan kedudukan sosial, jabatan, ataupun 

golongan tertentu. Semua warga negara memiliki 

kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pemerintah 

juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak masyarakat serta menjamin terciptanya ketertiban 

dan keamanan dalam kehidupan bernegara.
30Fiqh Siyāsah 

dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembentukan kebijakan publik, 

termasuk dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan 

pelayanan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

Fiqh Siyāsah, seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, 

                                                 
27Ibid., 4. 
28 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 1997), 22. 
29 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah 

Dusturiyah) (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 18. 
30

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Kencana, 2016), 11. 
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dan kemaslahatan, tetap relevan diterapkan dalam sistem 

pemerintahan masa kini. 

2. Konsep Fiqh Siyāsah 

Konsep Fiqh Siyāsah menempatkan syariat Islam 

sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

kehidupan kenegaraan. Dalam pelaksanaannya, Fiqh 

Siyāsah tidak hanya mengatur hubungan antara 

pemerintah dan rakyat, tetapi juga mengatur bagaimana 

kekuasaan dijalankan secara adil, amanah, dan 

bertanggung jawab. Oleh karena itu, Fiqh Siyāsah 

memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum 

serta mencegah terjadinya kemudaratan dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam perspektif Islam, pemerintahan 

merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh 

tanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Seorang 

pemimpin memiliki kewajiban untuk menegakkan 

keadilan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, 

serta memenuhi hak-hak rakyat tanpa adanya 

diskriminasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar utama 

dalam konsep Fiqh Siyāsah.
31

 

Konsep Fiqh Siyāsah juga menekankan pentingnya 

penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak hanya 

berfungsi sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga 

sebagai pelayan masyarakat yang berkewajiban 

menciptakan kesejahteraan dan ketertiban umum. Oleh 

sebab itu, pelaksanaan pemerintahan harus berlandaskan 

prinsip keadilan, persamaan hak, amanah, musyawarah, 

dan kemaslahatan umat. Fiqh Siyāsah merupakan ilmu 

yang membahas tentang pengaturan kepentingan umat 

manusia sesuai dengan syariat Islam untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan menghindari kemudarata, Fiqh Siyāsah 

merupakan kajian tentang ketatanegaraan Islam yang 

mencakup hubungan kekuasaan, pemerintahan, serta 

                                                 
31 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 25. 



 22 

kebijakan publik yang dilaksanakan berdasarkan nilai-

nilai Islam.
32

 

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah 

Ruang lingkup Fiqh Siyāsah pada dasarnya mencakup 

seluruh aspek pengelolaan kehidupan bernegara yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Fiqh 

Siyāsah tidak hanya membahas hubungan antara penguasa 

dan rakyat, tetapi juga mencakup sistem kelembagaan 

negara, proses pembentukan hukum, penegakan keadilan, 

hingga pengelolaan keuangan dan hubungan internasional. 

Dengan demikian, Fiqh Siyāsah memiliki peran yang 

sangat luas dalam mengatur tata kelola pemerintahan yang 

berorientasi pada kemaslahatan umat. 

Secara umum, para ulama membagi ruang lingkup Fiqh 

Siyāsah ke dalam beberapa bidang utama sebagai berikut: 

a. Siyāsah Dustūriyyah (Ketatanegaraan) 

Siyāsah Dustūriyyah merupakan bagian dari 

Fiqh Siyāsah yang membahas tentang dasar-

dasar ketatanegaraan. Ruang lingkupnya 

meliputi konstitusi negara, sistem pemerintahan, 

pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban 

warga negara. Dalam Fiqh siyāsah menekankan 

pentingnya prinsip keadilan, persamaan di 

hadapan hukum, serta perlindungan terhadap 

hak-hak dasar rakyat. Konsep ini sejalan dengan 

gagasan negara hukum, di mana kekuasaan tidak 

boleh dijalankan secara sewenang-wenang, 

melainkan harus berdasarkan aturan yang jelas 

dan adil.
33

 Oleh karena itu Siyāsah Dustūriyyah 

dapat dipahami sebagai kajian politik dalam 

islam yang menitikberatkan pada bagaimana 

hukum dan sistem pemerintahan disusun 

berdasarkan aturan islam serta dijalankan oleh 

                                                 
32Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Kencana, 2014), 5. 
33 A Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2003), 45-47. 
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pemimpin yang memiliki legitimasi sesuai 

dengan ketentuan syariat. 

b. Siyāsah Tasyrī‟iyyah (Pembentukan Peraturan 

Perundang undangan) 

Siyāsah Tasyrī‟iyyah berkaitan dengan proses 

pembentukan hukum atau peraturan perundang-

undangan. Dalam perspektif Fiqh Siyāsah, 

hukum yang dibuat oleh pemerintah harus 

bersumber pada nilai-nilai syariat Islam serta 

mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. 

Oleh karena itu, pembentukan kebijakan publik, 

termasuk di bidang pendidikan, harus 

memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, 

dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral 

Islam. Dalam Siyāsah Tasyrī‟iyyah pembentukan 

hukum harus bersumber pada nilai-nilai Al-

Quran dan As-sunnah serta memperhatikan 

prinsip kemaslahatan umum dengan demikian, 

setiap peraturan yang diterapkan tidak hanya 

memiliki kekuatan hukum tetapi juga moral dan 

religius.
34

 

c. Siyāsah Qaḍā‟iyyah (Peradilan dan Penegakkan 

Hukum) 

Siyāsah Qaḍā‟iyyah membahas tentang 

sistem peradilan dalam negara, termasuk 

lembaga peradilan, hakim, serta mekanisme 

penyelesaian sengketa. Dalam Fiqh Siyāsah, 

peradilan memiliki fungsi penting untuk 

menegakkan keadilan dan menjamin kepastian 

hukum. Hakim dituntut untuk bersikap adil, 

independen, dan tidak memihak dalam memutus 

perkara, sehingga keadilan substantif dapat 

terwujud di tengah masyarakat. 

 

                                                 
34Muhammad  Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

2014. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) , 13-18. 
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d. Siyāsah Idāriyyah (Administrasi Pemerintahan) 

Siyāsah Idāriyyah berkaitan dengan tata 

kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan 

publik. Ruang lingkupnya meliputi birokrasi, 

pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan kepada 

masyarakat dalam berbagai bidang seperti 

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 

Dalam perspektif Fiqh Siyāsah, pemerintah 

berkewajiban memberikan pelayanan yang adil, 

transparan, dan efektif demi tercapainya 

kemaslahatan umum.
35

 

e. Siyāsah Māliyyah ( Pengelolaan Keuangan 

Negara) 

Siyāsah Māliyyah membahas tentang 

pengelolaan keuangan negara, termasuk sumber 

pendapatan dan distribusinya kepada 

masyarakat. Dalam Islam, keuangan negara tidak 

hanya bersumber dari pajak, tetapi juga zakat, 

infak, dan sedekah yang dikelola untuk 

kesejahteraan rakyat. Prinsip utama dalam 

Siyāsah Māliyyah adalah keadilan distribusi dan 

penghindaran kesenjangan sosial, dengan 

demikian Siyāsah Māliyyah dapat diartikan 

sebagai pengelolaan keuangan publik oleh 

Negara secara islami, pengelolaan tersebut 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat, membiayai kepentingan Negara 

seperti pendidikan, keamanan, dan infrastruktur, 

serta mengurangi kesenjangan sosial dan 

menjaga stabilitas ekonomi dalam masyarakat 

islam.
36

 

 

 

                                                 
35

Ibid., 177. 

36 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran 

(Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002), 110-112. 
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f. Siyāsah Dauliyah (Hubungan Internasional) 

Siyāsah Dauliyah mengatur hubungan antara 

negara dengan negara lain baik dalam kondisi 

damai maupun konflik. Ruang lingkupnya 

mencakup diplomasi, perjanjian internasional 

serta kerja sama global, istilah dauliyyah berasal 

dari kata daulah yang berarti negara, Dalam Fiqh 

Siyāsah, hubungan internasional harus 

didasarkan pada prinsip perdamaian, keadilan, 

dan saling menghormati kedaulatan negara 

lain.
37

 

 

4. Dasar Hukum Fiqh Siyāsah 

      Dasar hukum Fiqh Siyāsah itu sendiri bersumber dari 

al-qur’an dan as-  sunnah. 

a. Al-Qur’an 

 Al-Qur’an adalah pedoman bagi umat 

muslim, secara bahasa berasal dari kata Qara‟a 

yang berarti mengumpulkan dan menyususun, dan 

qiraah yang berarti menyusun huruf-huruf dan 

kata-kata yang satu dengan yang lainnya dalam 

satu ucapan dan disusun secara rapih. Ayat Al-

Qur’an yang berkaitan dengan Fiqh Siyāsah yaitu 

surah An-Nisa ayat 58, adapun bunyi dari ayat 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

ذَإَ
ّ
َوَإ َٱَىْلِيَا ٓ لَٰ

ّ
َإ تِ نَ   مَ   لَْْ

 
َٱ َثؤَُدُوإ۟ َٱَن َيأَمُِرُكُُْ َ للََّّ

 
َٱ نَّ

ّ
إ

اَ َهِعِمَّ َ للََّّ
 
َٱ نَّ

ّ
َإ معَْدْلَِۚ

 
َبِأ كَُوُإ۟ َتََْ َٱَن منَّاسِ

 
َٱ َبيََْْ حَكََْتُُ

نََّ
ّ
َإ إَ)سورةَإمنساء:ََيعَِظُكَُُبِوِۦَٓۗ اَبصَِيرا يعًۢ َكََنََسََِ َ للََّّ

 
ٱ

٨٥)َ

  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila 

                                                 
37

 Ibid., 120-122. 
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kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa [4]: 

58) 

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah 

memerintahkan menyampaikan amanah secara 

sempura dan tepat waktu kepada yang berhak 

menerimanya, Allah juga memerintahkan kamu 

menerapkan hukum yang berkaitan dengan Siyāsah 

harus ditetapkan secara adil tanpa membedakan 

yang satu dengan yang lainnya, Allah 

memerintahkan agar senantiasa berpegang teguh 

pada amanah serta berlaku adil, karena ketika 

penerapan tidak dilakukan secara amanah dan adil 

maka semua akan sia-sia, dan akan mendapatkan 

balasan atas perbuatannya, karena allah maha 

mendengar dan melihat. 

b. Al-Hadist 

 Hadist adalah segala sesuatu yang 

disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik 

berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan 

beliau yang dijadikan sumber hukum islam. Hadist 

menjadi pedoman dalam kehidupan umat islam 

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
38

 

Adapun hadist yang berkaitan dengan fiqh siyāsah 

adalah sebagai berikut: 

َ ِ َرَسُولََإللََّّ َعَنْْمَُاَٱَنَّ ُ َإللََّّ رََرَضَِِ َبْنَِعَُُ ِ عَنَْعَبْدَِإللََّّ

ئُولٌَ َمَس ْ َوَكُُكُُُْ َرَإعٍ َكُُكُُُْ َقاَلَ: َ َوَسَلََّّ َعلَيَْوِ ُ َإللََّّ صَلََّّ

                                                 
38 M Ajjaj Al-Khatib, Ushul Al-Hadits: Pokok-Pokok Ilmu Hadits (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2007), 19. 
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َرَعِيََّ َعَنْ ئُولٌ َمَس ْ َوَىُوَ َرَإعٍ مَامُ
ّ
َفاَلْْ َرَعِيَّتِوِ، تِوَِعَنْ

 )روإهَإمبخاريَومسلَّ(

 “Dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya 

Rasulullah SAW bersabda: „Setiap kalian adalah 

pemimpin dan setiap kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. 

Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan 

akan dimintai pertanggungjawaban atas 

rakyatnya.” (H.R. Al-Bukhari No. 7138 dan 

Muslim No. 1829).39 

 

c. Ijma‟ 

Ijma‟ secara bahasa berarti kesepakatan atau 

kebulatan pendapat, dan menurut istilah  ijma‟ 

adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada 

suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad 

SAW terhadap suatu hukum syara’ mengenai suatu 

permasalahan tertentu.
40

 Ijma‟ dijadikan sebagai 

salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an 

dan As-Sunnah karena dianggap memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat bagi umat Islam. 

Dalam fiqh siyāsah, ijma‟ memiliki peranan 

penting sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan 

pemerintahan dan urusan kenegaraan yang tidak 

dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur’an maupun 

hadits.
41

 Melalui ijma‟, para ulama dapat 

menentukan hukum terhadap persoalan baru 

dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat 

serta kondisi masyarakat yang terus berkembang. 

Oleh karena itu, ijma‟ menjadi salah satu metode 

                                                 
39 Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Ahkam, No. Hadist 7138; 

Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Imarah, No. Hadits 1829. 
40 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 

45. 
41
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yang digunakan dalam mewujudkan pemerintahan 

yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat 

Islam.
42

 

Penerapan ijma’ dalam fiqh siyāsah dapat 

dilihat dari berbagai kebijakan pemerintahan Islam 

yang ditetapkan melalui musyawarah para ulama 

dan pemimpin umat. Musyawarah tersebut 

dilakukan untuk mencapai keputusan bersama 

yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan 

kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, ijma‟ 

memiliki kedudukan penting dalam mendukung 

pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan 

bernegara. 

d. Qiyas 

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur atau 

membandingkan sesuatu dengan yang lain. 

Menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum 

suatu peristiwa yang belum terdapat ketentuan 

hukumnya dengan cara membandingkannya 

kepada peristiwa lain yang sudah ada hukumnya 

karena memiliki persamaan illat atau sebab 

hukum.
43

 

Qiyas digunakan sebagai metode ijtihad 

dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru 

yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-

Qur’an maupun hadits. Dalam pelaksanaannya, 

qiyas dilakukan dengan menghubungkan suatu 

permasalahan baru kepada hukum yang telah ada 

berdasarkan kesamaan sebab atau tujuan 

hukumnya. Dengan demikian, qiyas menjadi salah 

satu cara untuk menjaga agar hukum Islam tetap 

dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan 

zaman dan kebutuhan masyarakat.
44

 

                                                 
42 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2011), 91. 

43 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 
52. 

44Ibid., 52. 
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Dalam fiqh siyāsah, qiyas memiliki peran 

penting dalam penetapan kebijakan pemerintahan 

dan pengaturan kehidupan masyarakat, melalui 

qiyas pemerintah atau ulama dapat menentukan 

kebijakan terhadap persoalan kenegaraan yang 

belum memiliki aturan secara jelas dalam sumber 

hukum Islam. Penggunaan qiyas bertujuan untuk 

menciptakan kemaslahatan, keadilan, serta 

menjaga kepentingan umum sesuai dengan nilai-

nilai syariat Islam. 

5. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyāsah 

a. Keadilan  

Prinsip keadilan dalam fiqh siyāsah menuntut agar 

negara memperlakukan seluruh warga negara secara 

setara tanpa diskriminasi. Dalam konteks pendidikan, 

prinsip ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas 

memiliki hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

kebutuhannya. Keadilan dalam perspektif ini tidak 

selalu berarti perlakuan yang sama, melainkan 

perlakuan yang setara sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan masing-masing individu.
45

 

Prinsip keadilan tersebut sejalan dengan firman Allah 

dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

َ َوَينَْْىَ ٰ مقُْرْبََٰ
 
يتَائَِٓذِىَٱ

ّ
نَِوَإ حْسَ  

ّ
لْْ
 
معَْدْلَِوَٱ

 
َبِأ َيأَمُِرُ َ للََّّ

 
َٱ نَّ

ّ
إ

َثذََلَّرُونََ َمعََلَّكُُْ َيعَِظُكُُْ مبَْغِْ َۚ
 
َوَٱ ممُْنكَرِ

 
َوَٱ مفَْحْشَاءِٓ

 
َٱ عَنِ

 )٠٩)سورةَإمنحل:َ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 

berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan 

kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 

                                                 
45 Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyyah, 1989), 28. 
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pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran.‖ (Q.S. An-Naḥl [16]: 90). 

 

b. maslahah mengarahkan kebijakan publik untuk 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan 

mencegah terjadinya kemudaratan. Penyelenggaraan 

pendidikan, merupakan bentuk kebijakan yang 

berorientasi pada maslahah, karena bertujuan 

meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan 

partisipasi sosial penyandang disabilitas.
46

 

6. Pengertian Siyāsah Tanfīdẓiyyah 

Siyāsah Tanfīdẓiyyah adalah salah satu bagian penting 

dalam kajian fiqh siyāsah yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kebijakan dan peraturan dalam sistem 

pemerintahan Islam. Secara bahasa, kata Tanfīdẓiyyah 

berasal dari kata Tanfīdẓ yaitu pelaksanaan atau 

penerapan, sehingga secara istilah Siyāsah Tanfīdẓiyyah 

dapat dipahami sebagai kewenangan pemerintah dalam 

menjalankan dan mengimplementasikan peraturan yang 

telah ditetapkan oleh yang berwenang.
47 Siyāsah 

Tanfīdẓiyyah mencakup berbagai aspek penyelenggaraan 

pemerintahan, seperti pelaksanaan kebijakan publik, 

pengelolaan administrasi negara, serta pengawasan 

terhadap jalannya peraturan. Pemerintah sebagai 

pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan 

dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat 

nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan 

suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas 

peraturan yang dibuat, tetapi juga oleh bagaimana 

                                                 
46 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 

1985), 101. 
47 T M Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Siyasah (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1975). 45-47. 



 31 

peraturan tersebut diimplementasikan secara konsisten 

dan bertanggung jawab.
48

 

Kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan berada 

pada kepala negara yang dalam pelaksanaannya dibantu 

oleh para pembantunya, seperti kabinet atau dewan 

menteri. Struktur tersebut dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi masing-masing negara. Dalam 

perspektif Islam, kebijakan tidak boleh bertentangan 

dengan nilai-nilai syariat, sebagaimana kebijakan 

legislatif juga harus berlandaskan pada Al-Qur’an dan 

Sunnah serta mengedepankan kemaslahatan umat.
49

 

Kepala negara memiliki kedudukan sebagai pengganti 

fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur 

urusan dunia. Oleh karena itu, pengangkatan pemimpin 

negara merupakan kewajiban berdasarkan ijma‟ ulama. 

Apabila sudah ada yang melaksanakannya, maka 

kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Namun jika 

belum ada, maka kewajiban tersebut menjadi tanggung 

jawab dua kelompok, yaitu pihak yang memiliki otoritas 

untuk memilih pemimpin serta mereka yang memiliki 

kapasitas untuk memimpin sehingga dapat ditunjuk salah 

satu di antara mereka. 

Adapun tugas kepala negara mencakup urusan 

keagamaan dan kemasyarakatan, seperti menjaga agama, 

menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa melalui 

hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi 

hak-hak masyarakat, melaksanakan amar ma’ruf nahi 

munkar, mengatur perekonomian, serta mengelola 

kepentingan umat lainnya sebagaimana yang diajarkan 

dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Selain itu, kepala negara 

juga memiliki kewenangan dalam menjalankan 

pemerintahan, antara lain menegakkan hukum, mengatur 

hubungan antar masyarakat baik dalam keadaan damai 

maupun perang, menetapkan kebijakan terkait 

                                                 
48 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

2014.(Jakarta: Kencana, 2014), 35. 
49 Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. (Beirut: Dar al Fikr), 5-6. 
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peperangan, menerapkan hukum di wilayah baru, 

memberikan sanksi kepada pelanggar hukum, serta 

menentukan kebijakan terkait perdamaian.
50

 

Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, 

melainkan harus dijalankan dalam batas-batas hukum 

syariat. Setiap kebijakan politik yang diambil oleh 

pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

Dalam hal ini dikenal konsep siyāsah tanfīdẓiyyah, yaitu 

kebijakan yang dihasilkan dari pemikiran manusia, seperti 

peraturan perundang-undangan, adat, maupun hasil ijtihad 

para ahli. 

 Dengan demikian, Islam sebagai agama yang bersifat 

komprehensif juga mengatur sistem ketatanegaraan, 

termasuk kepemimpinan. Kepemimpinan tersebut harus 

dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah 

syar‟iyyah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis, 

dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan dan 

keamanan bagi masyarakat.
51

 

Adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu 

meminimalkan terjadinya berbagai tindakan yang 

merugikan atau tidak diinginkan, dalam situasi tertentu, 

terdapat peristiwa yang tidak memiliki ketentuan hukum 

secara langsung dalam syariat,serta ditemukkan pula „illat 

yang secara jelas ditetapkan oleh syara’untuk menentukan 

hukumnya. Namun, apabila peristiwa tersebut memiliki 

kesesuaian dengan prinsip-pronsip umum hukum islam, 

khususnya yang bertujuan untuk menghindari 

kemudaratan dan mendorong terciptanya kemanfaatan, 

maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai al-

maslahah al-mursalah.
52

 

Dengan demikian, al-maslahah al mursalah dapat 

dipahami sebagai suatu bentuk kemaslahatan yang tidak 

                                                 
50Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah Al-Syar‟iyyah (Kairo: Dar al-Qalam, 

1968), 17. 
51 Toha Andiko, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah (Yogyakarta: Teras, 2011),  20. 
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memiliki dalil khusus sebagai dasar hukumnya, tetapi juga 

tidak terdapat dalil yang menolaknya, konsep ini 

digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan 

hukum demi mencapai tujuan syariat, adapun tujuan 

utama dari al-maslahah mursalah adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi semua manusia, yakni 

dengan cara melindungi mereka dari berbagai bentuk 

kerugian sekaligus menjaga dan mengembangkan manfaat 

dalam kehidupan. 

7. Ruang Lingkup Siyāsah Tanfīdẓiyyah 

Siyāsah Tanfīdẓiyyah adalah salah satu cabang 

penting dalam kajian Fiqh Siyāsah yang membahas 

mengenai pelaksanaan pemerintahan. Mencakup 

Pelaksanaan Kebijakan, Kepemimpinan, serta tanggung 

jawab penguasa terhadap rakyat,
53

 pembahasan Siyasah 

Tanfidziyyah mencakup beberapa konsep utama yaitu: 

a. Konsep Imamah (Kepemimpinan) 

Imamah secara bahasa berarti kepemimpinan 

atau posisi seorang pemimpin, dalam 

ketatanegaraan islam imamah adalah institusi 

kepemimpinan yang memiliki kekuasaan untuk 

mengatur urusan umat serta menegakkan hukum 

berdasarkan syariat.
54

 Konsep ini memiliki dasar 

dalam Al-Quran, salah satunya dalam Q.S. al-

Anbiya’ ayat 73 yang menegaskan: 

مخَْيْرَ تَِ
 
مَْفِعْلََٱ ليَِْْ

ّ
ةًَيَّْدُونََبِأمَْرِنَََّوَٱَوْحَيْنَآَإ يُمَْٱَئِمَّ وَجَعَلنَْ  

َ)سورةَ بِدِينَ َعَ   َمنََا َوَكََهوُإ۟ لَوٰةَِۖ مزَّ
 
َٱ يتَاءَٓ

ّ
َوَإ لوَٰةِ مصَّ

 
َٱ قاَمَ

ّ
وَإ

َ(٣١إلْٔهبياء:َ

 “Kami menjadikan mereka itu pemimpin-

pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah 
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Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka 

(perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, 

dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami 

mereka menyembah.” (Q.S. al-Anbiya’[21]:73) 

 

 Almawardi menerangkan bahwa seorang 

pemimpin memilihi hak untuk di patuhi serta 

mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam 

menjalankan tugasnya, pemimpin juga berhak 

mendapatkan baitul mal sebagai bentuk 

penghargaan atas tanggung jawab besarnya. 

b. Konsep Bai‟ah  

 Bai‟ah adalah bentuk perjanjian sosial antara 

pemimpin dengan rakyat dalam sistem politik 

islam. Seseorang yang ber bai’ah menyatakan 

kesediannya untuk mengikuti kebijakan pemimpin 

dalam uusan pribadi maupun urusan kepentingan 

umat islam selama tidak bertentangan dengan 

syariat,
55

 konsep ini menegaskan adanya hubungan 

timbal balik antara pemimpin dengan masyarakat. 

Dalam Q.S. al-fath ayat 10 dijelaskan bahwa:  

َفوَْقََ ِ للََّّ
 
َٱ َيدَُ َ للََّّ

 
َٱ َيبَُايِعُونَ َّمَا ه

ّ
َإ َيبَُايِعُوهكََ ينَ ِ لََّّ

 
َٱ نَّ

ّ
إ

َ َوَمَنَْٱَوْفََٰ َهفَْسِوِۦَۖ َّمَاَينَكُثَُعلَََّٰ ه
ّ
ٱَيدِْيِّمََْۚفمََنَنَّكَثََفاَ

يُؤْثيِوَِٱَجْرًإَعَظِيماًَ)سورةَإمفتح:َ َفسَ َ َ للََّّ
 
يَدََعلَيَْوَِٱ بِمَاَعَ  

٣٩(َ

  ―Sesungguhnya orang-orang yang 

berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada 

hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. 

Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab 

itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka 

sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu 
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hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang 

menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan 

menganugerahinya pahala yang besar.‖ (Q.S. al-

fath [48]:10) 

c. Konsep Wizarah 

 Istilah wizarah berasal dari kata al-wazir yang 

berarti beban berat, seorang wazir (menteri) 

memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

membantu kepala negara menjalan pemerintahan, 

dalam menjalankan tanggung jawab tersebut 

seorang wazir harus meneladani sifat Rasulullah 

SAW, yaitu sidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), 

tabligh (mampu menyampaikan dengan baik), dan 

fatanah (cerdas dan bijaksana), Keempat sifat ini 

menjadi patokan dalam kepemimpinan islam.
56

 

d. Konsep Ahl al-Ḥalli wa al-„Aqdi 

 Ahl al-ḥalli wa al-„aqdi adalah kelompok 

yang memiliki kewenangan untuk mengambil 

keputusan penting dalam pemerintahan, termasuk 

memilih dan mengangkat pemimpin. Mereka 

merupakan wakil umat yang dianggap memiliki 

kapasitas ilmu, integritas, dan kebijaksanaan. Peran 

mereka sangat strategis karena menentukan 

legitimasi kepemimpinan dalam sistem politik 

Islam. Dengan adanya Ahl al-ḥalli wa al-„aqdi 

proses pengangkatan pemimpin tidak bersifat 

absolut, melainkan melibatkan pertimbangan demi 

kepentingan umat. 

e. Konsep Amanah menurut Ibnu Taimiyah 

 Ibnu Taimiyyah menempatkan amanah 

sebagai prinsip utama dalam kepemimpinannya, 

karena menurutnya setiap kebijakan yang diambil 

oleh pemimpin harus diarahkan untuk mewujudkan 

kemaslahatan umum (al-maslahah al-ammah), jika 

pemimpin tidak berhasil dalam menjalankan 
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amanah maka secara moral syar’i maka 

kepemimpinannya harus dipertanyakam.
57

 Amanah 

adalah kepercayaan yang diberikan kepadah 

seorang pemimpin melalui sumpah yang di ikrarkan 

oleh rakyatnya yakni di percaya untuk menerima 

amanh berarti harus bersikap adil dan memberikan 

sesuatu yang merupakan hak rakyat, dengan 

demikian pemimpin tidak hanya dituntut memiliki 

kekuasaan yang sah tetapi jga memiliki integritas 

dan tanggung jawab untuk mrningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, baik secara materi 

maupun spiritual. 

8. Asas-Asas Siyāsah Tanfīdẓiyyah 

 Siyāsah Tanfīdẓiyyah memiliki beberapa asas yang 

menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan 

kekuasaan dan kebijakan negara. Asas-asas tersebut 

bertujuan agar pelaksanaan pemerintah dapat berjalan adil 

untuk kemaslahatan masyarakat, serta sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariat islam. Oleh karena itu pelaksanaan 

Siyāsah Tanfīdẓiyyah harus didasarkan pada asas-asas 

yang mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan 

bertanggung jawab. 

a. Asas Amanah 

 Asas ini merupakan prinsip bahwa setiap 

pemimpin atau pemerintah harus menjalan 

tugas, kewajiban dengan penuh tanggung 

jawab dan dapat dipercaya, amanah dalam 

pemerintahan digunakan untuk kepentingan 

masyarakat secara luas. Dalam islam, 

amanah menjadi salah satu prinsip penting 

dalam kepemimpinan karena setiap 

pemimpin akan dimintai pertanggung 

jawaban atas tugas yang telah dijalankannya, 

pemerintah wajib menjalankan kebijakan 
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secara jujur dan tidak menyalahgunakan 

kekuasaan yang dimiliki.
58

 Dengan asas 

amanah diharapkan pelaksanaan 

pemerintahan dapat berjalan secara baik dan 

memperoleh kepercayaan penuh dari 

masyarakat. 

 b.  Asas Keadilan 

 Asas keadilan merupakan prinsip 

mengharuskan pemerintah bertindak adil 

terhadap seluruh masyarakat tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, 

maupun kondisi sosial tertentu. Dalam 

siyāsah tanfīdẓiyyah, keadilan menjadi dasar 

utama dalam pelaksanaan kebijakan dan 

pelayanan publik agar hak-hak masyarakat 

dapat terpenuhi secara merata. 

Pemerintah memiliki kewajiban untuk 

memberikan perlindungan dan pelayanan 

yang sama kepada seluruh masyarakat, 

termasuk kelompok rentan seperti 

penyandang disabilitas. Keadilan juga berarti 

bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus 

mempertimbangkan kepentingan masyarakat 

dan tidak menimbulkan diskriminasi.
59

 

Dengan adanya asas keadilan, maka tujuan 

pemerintahan dalam menciptakan 

kesejahteraan sosial dapat terwujud secara 

optimal. 

c.   Asas Musyawarah 

 Musyawarah merupakan salah satu 

prinsip penting dalam  Islam. Dalam 

menjalankan pemerintahan, pemimpin tidak 

boleh mengambil keputusan secara sepihak, 
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melainkan harus mempertimbangkan 

pendapat dan aspirasi masyarakat.
60

 

Musyawarah dilakukan untuk mencapai 

keputusan bersama yang bertujuan 

menciptakan kemaslahatan dan menghindari 

terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat. 

Dalam pelaksanaan siyāsah tanfīdẓiyyah, asas 

musyawarah dapat diwujudkan melalui kerja 

sama antara pemerintah dan masyarakat 

dalam proses pengambilan kebijakan. 

Pemerintah diharapkan dapat mendengarkan 

kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang 

dibuat sesuai dengan kondisi dan kepentingan 

umum. Dengan demikian, musyawarah 

menjadi salah satu cara untuk menciptakan 

pemerintahan yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

d.   Asas Kemaslahatan 

 Asas kemaslahatan berarti bahwa setiap 

kebijakan dan tindakan pemerintah harus 

bertujuan memberikan manfaat dan 

kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam Islam, 

kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam 

pelaksanaan pemerintahan karena pemerintah 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga 

kepentingan masyarakat serta menciptakan 

kehidupan yang aman dan sejahtera. 

Pelaksanaan asas kemaslahatan dapat dilihat 

dari kebijakan pemerintah dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, 

maupun perlindungan sosial. Pemerintah 

wajib mengutamakan kepentingan umum 

dibandingkan kepentingan pribadi atau 
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kelompok tertentu.
61

 Oleh sebab itu, setiap 

kebijakan yang dibuat harus mampu 

memberikan manfaat yang nyata bagi 

masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian. 

e.  Asas Persamaan 

 Asas persamaan mengandung pengertian 

bahwa seluruh masyarakat memiliki 

kedudukan yang sama di hadapan hukum dan 

pemerintahan. Pemerintah tidak boleh 

membedakan masyarakat berdasarkan kondisi 

fisik, ekonomi, suku, agama, maupun latar 

belakang lainnya dalam memberikan 

pelayanan maupun perlindungan hukum. 

 Dalam konteks siyāsah tanfīdẓiyyah, asas 

persamaan sangat penting untuk mewujudkan 

pemerintahan yang adil dan tidak 

diskriminatif. Seluruh masyarakat, termasuk 

penyandang disabilitas, memiliki hak yang 

sama dalam memperoleh pelayanan publik, 

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan 

hukum.
62

 Dengan diterapkannya asas 

persamaan, maka hak-hak masyarakat dapat 

terpenuhi secara merata dan keadilan sosial 

dapat tercapai. 

f.  Asas Tanggung Jawab 

 Asas tanggung jawab merupakan prinsip 

bahwa pemerintah harus bertanggung jawab 

atas setiap kebijakan dan tindakan yang 

dilakukan dalam menjalankan pemerintahan. 

Pemerintah tidak hanya memiliki 

kewenangan untuk membuat dan 

melaksanakan kebijakan, tetapi juga memiliki 

kewajiban untuk memastikan bahwa 
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kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Dalam pelaksanaan siyāsah 

tanfīdẓiyyah, pemerintah harus mampu 

menjalankan tugasnya secara profesional dan 

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus 

bersedia menerima kritik dan pengawasan 

dari masyarakat demi terciptanya 

pemerintahan yang baik dan transparan.
63

 

 Dengan adanya asas-asas tersebut, 

pelaksanaan siyāsah tanfīdẓiyyah diharapkan 

mampu menciptakan pemerintahan yang adil, 

amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariat Islam. Asas-asas tersebut juga menjadi 

pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan 

kebijakan agar tercipta kemaslahatan serta 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 

9.  Konsep Siyāsah Tanfīdẓiyyah 

 Konsep siyāsah tanfīdẓiyyah juga berkaitan dengan 

upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam 

Islam, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai 

pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pelayan 

masyarakat yang berkewajiban memenuhi kebutuhan 

rakyat dan menjaga hak-hak mereka. Pelaksanaan 

pemerintahan harus dilakukan secara transparan, 

bertanggung jawab, dan tidak diskriminatif agar tercipta 

kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.
64

 

 Siyāsah Tanfīdẓiyyah merupakan kekuasaan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan undang-undang dan 

administrasi pemerintahan dalam suatu negara. Kekuasaan 

tersebut dijalankan oleh pemerintah atau lembaga 

eksekutif sebagai pelaksana kebijakan yang telah 

                                                 
63 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 91. 
64 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah 

Dusturiyah) (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 95. 



 41 

ditetapkan.
65

 Pelaksanaan kekuasaan dalam Islam harus 

senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat dan tidak 

boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. 

Dalam konsep siyāsah tanfīdẓiyyah, pemerintah memiliki 

tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, 

maupun kondisi fisik seseorang. Oleh karena itu, 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 

juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dan 

lembaga terkait dalam mewujudkan keadilan sosial. 

Pelaksanaan kebijakan terhadap penyandang disabilitas 

harus dilakukan secara adil, manusiawi, dan memberikan 

akses yang sama dalam memperoleh pelayanan publik, 

termasuk dalam bidang pendidikan.
66

 

 Konsep siyāsah tanfīdẓiyyah juga menekankan 

pentingnya hubungan antara pemimpin dan masyarakat 

yang didasarkan pada amanah dan tanggung jawab. 

Pemimpin berkewajiban menjalankan tugasnya demi 

kepentingan masyarakat, sedangkan masyarakat memiliki 

hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan yang 

layak. Dengan demikian, tujuan utama siyāsah 

tanfīdẓiyyah adalah terciptanya kemaslahatan umum serta 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

nilai-nilai Islam.
67

 

 

B. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas Menurut pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati 

Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 

1. Perlindungan  

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas 

me4rupakan bagian dari upaya Negara dalam menjamin 

terpenuhnya hak asasi manusia secara setara tanpa 

                                                 
65Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Kencana, 2014), 161. 
66 Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2003), 47. 
67Ibid., 162. 



 42 

diskriminasi, 
68

perlindungan dimaknai sebagai segala 

bentuk kebijakan, tindakan dan upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah atau pihak terkait untuk memberikan rasa 

aman terhadap penyandang disabilitas. 

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati 

Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024, perlindungan 

dan hak terhadap penyandang disabilitas di arahkan pada 

upaya pemenuhan hak dalam berbagai aspek, termasuk 

Pendidikan, Kesehatan, Aksesibilitas, serta perlindungan 

dari tindakan Diskriminatif dan perlakuan tidak 

manusiawi.
69

 Perlindungan dilakukan melalui penuediaan 

fasilitas ramah disabilitas, kebijakan inklusif, serta 

peningkatan kesadaran masyarakat, dan perlindungan 

diwujudkan melalui penegakkan hukum terhadap segala 

bentuk pelanggaran hak penyandang disabilitas.
70

 Dengan 

begitu perlindungan terhadap penyandang disabilitas 

merupakan bentuk implementasi dari prinsip keadilan 

sosial, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Pemenuhan Hak 

Pemenuhan hak merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab negara terhadap warga negara dalam 

menjamin terlaksananya hak-hak dasar manusia tanpa 

adanya diskriminasi. Hak adalah sesuatu yang melekat 

pada setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati, 

dilindungi, serta dipenuhi negara.
71

 Dalam 

pelaksanaannya, pemerintah sebagai penyelenggara 

negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa 

setiap warga negara memperoleh haknya secara adil dan 
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merata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
72

 

Dalam perspektif hak asasi manusia, pemenuhan hak 

tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak secara 

formal melalui peraturan, tetapi juga diwujudkan melalui 

tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Negara 

harus hadir dalam memberikan pelayanan, perlindungan, 

serta fasilitas yang mendukung agar masyarakat dapat 

menikmati hak-haknya dengan baik.
73

 Oleh karena itu, 

pemenuhan hak menjadi bagian penting dalam 

menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi 

seluruh masyarakat. 

Pemenuhan hak juga berkaitan erat dengan prinsip 

kesetaraan. Setiap warga negara memiliki kedudukan 

yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sehingga 

seluruh masyarakat berhak memperoleh perlakuan yang 

sama tanpa membedakan kondisi fisik, ekonomi, suku, 

agama, maupun latar belakang. Hal tersebut sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara 

wajib melindungi seluruh rakyat Indonesia dan 

memajukan kesejahteraan umum.
74

 

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak, pemerintah tidak 

hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga 

bertanggung jawab dalam mengimplementasikan 

kebijakan tersebut agar dapat dirasakan secara langsung 

oleh masyarakat. Implementasi tersebut dapat dilakukan 

melalui penyediaan pelayanan publik, pembangunan 

fasilitas umum, pemberian bantuan sosial, pelayanan 

pendidikan, pelayanan kesehatan, serta bentuk 

perlindungan lainnya sesuai dengan kebutuhan 
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masyarakat.
75

 Selain pemerintah, pemenuhan hak juga 

memerlukan dukungan dari masyarakat dan keluarga. 

Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, 

keluarga, dan lingkungan sosial sangat diperlukan agar 

hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Apabila 

seluruh pihak dapat menjalankan perannya masing-

masing, maka tujuan kesejahteraan sosial dan keadilan 

dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercapai secara 

optimal.
76

 

Pemenuhan hak merupakan salah satu acuan penting 

dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap 

masyarakat. Semakin baik pemenuhan hak yang 

diberikan, maka semakin baik pula kualitas kehidupan 

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebaliknya, 

apabila hak-hak masyarakat belum terpenuhi secara 

optimal, maka dapat menimbulkan ketimpangan sosial, 

diskriminasi, serta hambatan dalam memperoleh 

kesejahteraan masyarakat.
77

 

Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan 

bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjamin 

kesetaraan akses terhadap pelayanan publik. Oleh karena 

itu, pemerintah daerah wajib memastikan tersedianya 

layanan yang ramah, inklusif, dan mudah diakses oleh 

penyandang disabilitas sebagai bentuk realisasi prinsip 

keadilan dan kemaslahatan.
78

 

3. Hak Penyandang Disabilitas 

Hak penyandang disabilitas merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang harus 

dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara tanpa 
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diskriminasi,
79

 hak dimaknai sebagai kewenangan yang 

ada pada tiap individu untuk memperoleh perlakuan yang 

adil. Oleh karena itu penyandang disabilitas memiliki 

kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya 

dalam memperoleh hak-hak nya.
80

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas secara tegas mengatur berbagai 

hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, hak 

tersebut mencakup, hak untuk hidup, hak atas pendidikan, 

hak atas pekerjaan, selain itu penyandang disabilitas 

memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, 

politik, dan budaya termasuk dalam pengambilan proses 

kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. 

Hak atas pendidikan yaitu memberikan jaminan 

bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh 

pendidikan yang inklusif dan berkualitas tanpa adanya 

hambatan. Hal ini mencakup penyediaan sarana dan 

prasarana yang ramah disabilitas, tenaga pendidik yang 

kompeten, serta kurikulum yang disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik disabilitas. Begitu juga dengan 

hak atas pekerjaan, di mana penyandang disabilitas berhak 

mendapatkan kesempatan kerja yang setara dan perlakuan 

yang adil di lingkungan kerja. Selain hak pendidikan, hak 

atas aksesibilitas menjadi salah satu aspek penting dalam 

pemenuhan hak penyandang disabilitas. Aksesibilitas 

tidak hanya berkaitan dengan fasilitas fisik, seperti jalan, 

bangunan, dan transportasi, tetapi juga mencakup akses 

terhadap informasi, komunikasi, serta layanan publik. 

Tanpa adanya aksesibilitas yang memadai, penyandang 

disabilitas akan mengalami kesulitan dalam menjalankan 
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aktivitas sehari-hari dan berpartisipasi secara penuh dalam 

kehidupan sosial.
81

  

Dalam bidang sosial, penyandang disabilitas juga 

memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan 

tidak diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. 

Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan, 

penghormatan, serta kesempatan yang sama kepada 

penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi 

secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial. 

4. Penyandang Disabilitas 

Penyandang disabilitas merupakan orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk ikut serta secara penuh dan 

efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hak. Pengertian tersebut tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas. 

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat 

yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama 

sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas 

berhak memperoleh perlindungan, pelayanan, serta 

kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan 

diskriminasi. Negara wajib memberikan perhatian khusus 

kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat 

menjalani kehidupan secara layak dan sejahtera.
82

 

Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas 

sering menghadapi berbagai hambatan, baik dalam bidang 

pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, maupun pelayanan 

publik. Hambatan tersebut dapat berupa kurangnya 

fasilitas yang ramah disabilitas, keterbatasan akses 

transportasi, minimnya tenaga pendidik yang memiliki 
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kemampuan khusus, serta masih adanya perlakuan 

diskriminatif di lingkungan masyarakat. 
83

 Dalam bidang 

sosial, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk 

memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif 

dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat diharapkan 

dapat memberikan dukungan, penghormatan, serta 

kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas 

agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam 

berbagai kegiatan sosial.
84

 

 

C. Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan 

Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Hak 

Penyandang Disabilitas 

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan 

Nomor 30 Tahun 2024 merupakan salah satu ketentuan yang 

mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam 

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi 

penyandang disabilitas. Ketentuan ini pada dasarnya 

menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban 

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas 

melalui kebijakan yang bersifat inklusif dan berkeadilan. 

Berdasarkan ketentuan hukum, pengaturan dalam 

pasal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas, yang menempatkan penyandang 

disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan 

yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, negara tidak 

hanya berperan sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga 

sebagai pelaksana yang bertanggung jawab dalam memastikan 

bahwa hak-hak tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh 

penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. 

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) tersebut 

mengandung makna bahwa perlindungan terhadap 

                                                 
83 Tarsidi Didi, ―Penyandang Disabilitas Dan Hak-Haknya,‖ Jurnal Asesmen 

Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus 10, no. 1 (2011): 15. 
84 M Syafi’ie, Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas 
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penyandang disabilitas tidak hanya bersifat formal, melainkan 

juga harus diwujudkan secara konkret melalui penyediaan 

fasilitas, pelayanan publik, serta kebijakan yang ramah 

disabilitas. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti 

pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, serta perlindungan dari 

diskriminasi.
85

 Dengan demikian, implementasi pasal ini 

menuntut adanya keseriusan dari pemerintah daerah dalam 

merancang dan melaksanakan program-program yang 

berpihak pada penyandang disabilitas. 

Dalam perspektif hukum, keberadaan peraturan bupati 

sebagai  hukum daerah merupakan bentuk pelaksanaan di 

mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya 

masing-masing. Oleh karena itu, pengaturan mengenai 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 

dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan ini merupakan 

bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan tersebut. 

Kewenangan tersebut juga harus diiringi dengan 

kesiapan sumber daya, baik dari segi aparatur pelaksana, 

anggaran, maupun sarana pendukung lainnya. Hal ini sejalan 

dengan teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa 

keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan sumber daya yang memadai.
86

 

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif hak asasi 

manusia, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) juga 

mencerminkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara, 

termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama 

untuk memperoleh perlindungan hukum serta kesempatan 

yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. 

Prinsip kesetaraan tersebut tidak hanya dimaknai 

sebagai perlakuan yang sama, tetapi juga perlakuan yang 
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proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing individu. 

Dalam konteks ini, penyandang disabilitas memerlukan 

pendekatan khusus agar dapat memperoleh akses yang setara 

dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bidang pendidikan.
87

 

Dengan demikian, Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati 

Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 memiliki peran yang 

sangat penting sebagai dasar hukum dalam menjamin 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di 

tingkat daerah. Implementasi dari kebijakan ini akan 

berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial serta 

peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas 
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Pedoman Wawancara: 

Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Sidomulyo 

1. Bagaimana menurut ibu kondisi ketersediaan tenaga pendidik 

di SLB Negeri Sidomulyo, khususnya pada jenjang SMALB? 

2. Apa saja upaya yang sudah dilakukan sekolah untuk 

mengatasi kekurangan guru? 

3. Dan bagaimana pembagian tugas mengajar apabila terjadi 

kekurangan guru? 

4. Bagaimana kondisi sarana prasarana di sekolah ini? 

5. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk membantu 

sekolah? 

6. Apakah Peserta Didik memperoleh bantuan pembiayaan 

transportasi dari pemerintah daerah? 

7. Harapan sekolah untuk pemerintah dan wali murid?  

Wali Murid 

1. Bagaimana kondisi fasilitas sarana prasarana di sekolah ini? 

2. Apa saja kendala utama yang ibu hadapi dalam mendukung 

pendidikan anak? 

3. Apakah ibu pernah menerima bantuan dari pemerintah terkait 

pendidikan anak? 

4. Apakah guru di sekolah sudah memadai? 

5. Apakah sarana transportasi yang tersedia sudah membantu 

anak dalam mengikuti pendidikan di sekolah bu? 

6. Apakah bantuan transportasi tersebut sudah memenuhi 

kebutuhan peserta didik? 

7. Harapan ibu untuk sekolah dan pemerintah dalam pemenuhan 

hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas? 

Pelaksana Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus 

1. Program apa saja yang telah dilakukan untuk memenuhi hak 

pendidikan bagi penyandang disabilitas? Khususnya di SLB 

Negeri sidomulyo? 

2. Apakah pelaksanaan Pasal 18 Ayat (3) huruf b, d, dan f 

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 

telah terlaksana dengan optimal di SLB Negeri Sidomulyo? 

3. Bagaimana Pemahaman dinas pendidikan terkait peraturan 

bupati lampung selatan nomor 30 tahun 2024? 
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4. Bagaimana Kebijakan Dinas Pendidikan terkait penyediaan 

tenaga pendidik bagi SLB Negeri Sidomulyo? 

5. Bagaimana Upaya Dinas dalam mengatasi kekurangan guru di 

SLB Negeri Sidomulyo? 

6. Bagaimana dukungan dinas pendidikan terhadap penyediaan 

sarana dan prasarana bagi peserta didik penyandang 

disabilitas? 

7. Apa harapan dinas pendidikan terkait pemenuhan hak 

pendidikan bagi penyandang disabilitas? 
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Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Riset 
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Lampiran 2: Surat Balasan Riset 
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Lampiran 3: Blanko Konsultasi 
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Lampiran 4: Surat Keterangan Rumah Jurnal 
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Lampiran 5: Surat Keterangan Hasil Turnitin 

 



 87 

 
 

 



 88 

 
 

  



 89 

 

 
  



 90 

Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara 
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